PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG
- TTRETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang . a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan

Mengingat

P,

daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan daerah . guna pemantapan penyelenggaraan

otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;

. bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Taﬁun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap semua
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur tentang
Retribusi Daerah perlu diadakan penyesuaian dengan membentuk

peraturan daerah baru;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 28 Tahun:2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, bahwa salah satu jenis objek retribusi daerah adalah

Retribusi Jasa Umum ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Retribusi Jasa Umum;

. Undang-Undang Nomor 25 Tah}jn 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat | Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1814);

.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1881 Nomor 76,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);




4.

10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik iindonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun
2009 Naomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Taghun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Selatan” (Lembaran  Daerah™ Tahun 2008 Nomor 2 Seri D)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008’tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah
Tahun 2011 Nomor 1 Seri D),




Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pésal1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

ENERSIRN

10.

. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertenty di bidang retribusi
daerah sesuai dengan pératu;fan perun'dang-uﬁdangan yang berlaku.

. Pemerintah Kabupaten/Ko.ta; adalah Pex'nérintah Kabupaten/Kota

di Sumatera Selatan.

Retribusi Daerah, vang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.

Jasa adalah kegiatan Perﬁerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa
usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasi!itaé, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
Badan.
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.Jasa Sarana Rumah Sakit adalah jasa yang disediakan atau
diberikan oleh rumah sakit berupa pemakaian sarana, fasilitas rumah
sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis
pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis,
pengobatan, dan rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya.

Jasa Pelayanan adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
pelaksana pelayanan kepada pengguna jasa rumah sakit yang terdiri
dari pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan

penunjang, dan pelayanan lainnya.

Penjamin adalah orang, instansi atau Badan Hukum yang menjamin
dan menanggung biaya atas pelayanan kesehatan pasien yang

menjadi tanggungannya.

Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan
tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan
kecacatan lebih lanjut.

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan
pada pengguna jasa ya"ng datang ke rumah sakit untuk keperluan
penegakan diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan
lainnya tanpa tinggal atau menginap di rumah sakit.

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien oleh unit
pelaksana medis, perawat, dan paramedis untuk keperluan
observasi, diagnosa, perawatan, pengobatan, dan upaya pelayanan
kesehatan lainnya dengan mehginap di ruang rawat inap.

Tindakan Medik Operatif adalah tindakan medik berupa
pembedahan kepada basien yang menggunakan pembi'usan umum,

pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.

. Tindakan Medik non Operatif adalah tindakan medik kepada pasien

tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosa dan
pengobatan.

.Tindakan Keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan

individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam
memberikan tindakan maupun asuhan keperawatan sesuai lingkup
wewenang dan tanggung' jawabnya yang meliputi implementasi

"keperawatan, observasi, pendidikan, dankonseling kesehatan.

Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan dengan penggunaan
sarana dan prasarana dalam penegakan diagnostik dan pelayanan
medik.
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Pelayanan Penunjang non Medik adalah pelayanan yang diberikan
kepada pasien yang secara tidak langsung berkaitan dengan
pelayanan medik antara lain laundry dan transportasi antar jemput

pasien.

Bahan dan Alat adalah obat-obatan. bahan kimia, alat kesehatan.
habis pakai, bahan laboratorium, dan bahan lainnya untuk digunakan
langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa,
pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan

kesehatan lainnya.

23.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,

24,

25.

26.

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi

administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasien Tidak Mampu adalah pasien yang berasal dari keluarga
berpenghasilan  kecil/rendah  yang dibuktikan dengan surat

keterangan sesuai ketentuan yang berlaku.
PT. ASKES adalah PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero).

Tarif INA-MDGs adalah férifj g)fenderita -déngah'sistem paket sesuai

denga‘n Jamkesmas (Jaminén Kesehatan Masyarakat) terutama

_._masyarakat miskin.

27.Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan

tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis
yang bertanda tera sah atau bertanda tera batal yang berlakuy,
dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan berdasarkan
pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan

perlengkapannya yang belum dipakai.

28.Tera Ulang adalah kegiatan menandai dengan tanda tera atau

dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan
tertulis yang bertanda tera sah atau bertanda tera batal yang
berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan
berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

29. Pengujian UTTP adalah kg:seluruhan tindakan sesudah UTTP lulus

dalam pemeriksaan berupé membandingkan penunjukannya dengan
standar yang dilakukan oleh pegawéi yang berhak menera dan/atau
menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat ukur UTTP tersebut
lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang
diizin'i%an.




